
 

12 
 

BAB II 

KERANGKA TEORI 

A. Kebijakan  

1. Pengertian Kebijakan   

Kebijakan merupakan salah satu konsep dalam ilmu politik 

(Nurulhidayah, 2011:1). Kebijakan merupakan disiplin ilmu yang 

berkembang di era 1790-an yang dipopulerkan melalui sebuah karya 

tulis yang bernama  Harold D. Laswell beliau adalah seorang ilmuan 

yang bergulat di bidang ilmu politik dan berasal dari Amerika Serikat. 

Kebijakan sering dikenal dalam bahasa Inggris dengan kata 

“policy”. Pengertian dari kebijakan tersebut dipopulerkan dua orang 

tokoh  yakni Harold Laswell dan Abraham Kaplan yang 

mendefinisikan kebijakan publik/public policy sebagai suatu program 

yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-

praktik tertentu secara terarah “a projected of goals, values, and 

practices” (Rosyid, 2012: 14).  

Setiap kebijakan biasanya memiliki tujuan tertentu yang di 

laksanakan oleh seseorang atau sekelompok untuk memecahkan 

sebuah masalah. Hal ini selaras seperti apa yang dinyatakan James E 

Anderson bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki 

tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau 

sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu “a 

purposivecourse of action followed by an actor or set of actors in 
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dealing with a problem or matter of concern”. Konsep kebijakan yang 

ditawarkan oleh Anderson diatas (Purwo, 2012: 13) dianggap lebih 

tepat karena memusatkanperhatian pada apa yang sebenarnya 

dilakukan dan bukan pada apa yangdiusulkan atau dimaksudkan. 

Selain itu konsep ini juga membedakansecara tegas antara kebijakan 

(policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan 

diantara berbagai alternatif yang ada. 

Kebijakan dapat dikatakan hasil dari keputusan yang formal 

dan memiliki sifat mengikat bahkan mengatur prilaku-prilaku sampai 

dengan  menciptakan sebuah tata nilai yang baru di dalam masyarakat. 

Seperti yang diungkapkan William Dun bahwa kebijakan adalah aturan 

tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi, yang bersifat 

mengikat, yang mengatur perilaku dengan tujuan untuk menciptakan 

sebuah tata nilai yang baru di masyarakat. Kebijakan akan menjadi 

rujukan utama bagi para anggota organisasi atau anggota masyarakat 

dalam berperilaku. Kebijakan pada umumnya bersifat problem solving 

dan proaktif. Berbeda dengan Hukum (Law) dan Peraturan 

(Regulation), kebijakan lebih bersifat menyesuaikan  (adaptif)   dan 

berkesan (intepratatif), meskipun kebijakan juga mengatur  “apa yang 

boleh, dan apa yang tidak boleh”. Kebijakan juga diharapkan dapat 

bersifat umum tetapi tanpa menghilangkan ciri lokal yang spesifik. 

Kebijakan harus memberi peluang diintepretasikan sesuai kondisi 

spesifik yang ada (Anggraini, 2010: 15) . 
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Dalam Budiarjo (2010: 20-21) menjelaskan bahwa kebijakan 

adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil dari seseorang pelaku 

atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk 

mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya pihak-pihak yang membuat 

kewajiban tersebut ialah seorang yang mempunyai kekuasaan untuk 

melaksanakannya. Kebijakan mempunyai aspek menganggap bahwa 

setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama-sama. Cita-

cita bersama ingin dicapai melalui usaha bersama, dan untuk hal itu 

perlu rencana-rencana yang mengikat yang dituang didalam sebuah 

kebijakan oleh pihak berwenang dalam hal ini ialah pemerintah. 

Dari pendapat-pendapat yang dikeluarkan beberapa tokoh 

diatas dapat dipahami bahwa kebijakan adalah sebuah tindakan-

tindakan atau kegiatan yang mengandung nilai-nilai dalam 

pelaksanaanya yang sengaja dilakukan atau diperbuat maupun tidak 

dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, kelompok maupun  

pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan-keputusan. 

Dimana keputusan berupaya untuk pemilihan diantara berbagai 

alternatif yang ada guna untuk mencapai maksud dan suatu tujuan 

tertentu. 

2. Proses/Tahap Pembuatan Kebijakan  

Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sebuah sistem, sebab 

apabila kebijakan dipandang sebagai sebuah sistem, maka kebijakan 

memiliki elemen-elemen  dalam pembentuknya. Menurut Thomas R. 
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Dye dalam Rosyid (2012: 16) terdapat tiga elemen kebijakan yang 

membentuk sistem kebijakan. Dye menggambarkan ketiga elemen 

kebijakan tersebut sebagai pertama kebijakan publik/public policy, 

kedua pelaku dan kebijakan/policy stakeholders, dan yang ketiga 

lingkungan kebijakan/policy environment. 

Pada prinsip dasarnya, pihak yang ikut serta di dalam membuat 

kebijakan-kebijakan itu haruslah mempunyai kekuasaan untuk 

melaksanakan. Proses pembuatan kebijakan merupakan suatu konsep 

yang komplek karena melibatkan banyak alur dan proses. Tahap 

penilaian kebijakan seperti yang tercantum dalam bagian ini, bukan 

termasuk proses akhir dari kebijakan publik, sebab masih ada satu 

tahap lagi, yakni tahap perubahan kebijakan dan terminasi atau 

penghentian kebijakan. Di dalam setiap proses terdapat tahap-tahap 

kebijakan publik. 

Menurut William Dunn  menyatakan bahwa dalam 

pembentukan sebuah kebijakan terdapat lima proses (Purwo, 2012: 19-

20). Yang pertama tahapan penyusunan agenda, kedua formulasi 

kebijakan, ketiga adopsi kebijakan, keempat implementasi kebijakan 

dan kelima evaluasi kebijakan, dalam hal ini akan dijelaskan kelima 

tahap tersebut; 

a. Tahap Penyusunan Agenda  

Ketika seseorang atau kelompok telah mendapatkan jabatan 

atau kekuasaan, maka disini seseorang atau kelompok melakukan 



 

16 
 

penyusunan agenda masalah kebijakan. Dalam artian seseorang 

atau kelompok tersebut mulai mengindentifikasi masalah yang ada 

di lingkungan. Setelah mendapatkan berbagai masalah, kemudian 

pada akhirnya perumus mendapatkan masalah yang harus 

dimasukan kedalam agenda kebijakan. Akan tetapi tidak semua 

masalah harus dimasukan kedalam agenda kebijakan tersebut. 

Perumus harus menentukan yang mana masalah harus didahulukan 

dan mana masalah yang harus ditunda terlebih dahulu. 

b. Formulasi Kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian 

dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi 

didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. 

Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau 

pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. 

Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing 

untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk 

memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan 

bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah 

terbaik. 

c. Adopsi Data 

Dari sekian banyak pemecah kebijakan yang ditawarkan 

oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari 

alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari 
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mayoritas legislatif, menjadi sebuah kesepakatan konsensus antara 

direktur lembaga atau putusan peradilan (Chanif, 2017: 27). 

d. Implementasi Kebijakan  

Implementasi kebijakan (policy implementation) 

merupakan proses untuk melaksanakan sebuah kebijakan guna 

untuk mencapai suatu hasil. 

e. Evaluasi Kebijakan 

Evaluasi kebijakan (policy evaluation), yakni proses untuk 

memonitor dan menilai hasil atau kinerja kebijakan. 

3. Faktor Terbentuknya Kebijakan  

Menurut Suharno  proses pembuatan kebijakan merupakan 

pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang 

dibayangkan (Chanif, 2017: 30). Walaupun demikian, para 

adsministrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut 

memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau 

keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang 

diharapkan (intended risks) maupun yang tidak diharapkan 

(unintended risks). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat 

diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering terjadi 

kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan 

kebijakan adalah: 
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a. Adanya Pengaruh Tekanan-Tekanan Dari Luar 

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan 

dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari 

luar. 

b. Adanya Pengaruh Kebiasaan Lama  

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh 

Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan 

investasi modal yang hingga saat ini belum professional dan 

terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu 

oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang 

berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang 

salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara 

terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan 

yang telah ada tersebut dipandang memuaskan. 

c. Adanya Pengaruh Sifat-Sifat Pribadi 

Keputusan atau kabijakan yang dibuat oleh para pembuat 

keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat 

pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar 

dalam penentuan keputusan atau kebijakan. 

d. Adanya Pengaruh Dari Kelompok Luar 

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan 

juga berperan besar. 

e. Adanya Pengaruh Keadaan Masa Lalu 
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Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan 

dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh 

pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang 

mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada 

orang lain karena khawatir disalah gunakan. 

Hal yang sama dilontarkan Leo Agustino (2007: 157-158) bahwa 

pengambilan keputusan bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Ada 

banyak yang harus dipertimbangkan dan dipikirkan serta ada banyak 

varian yang perlu dipahami sebelum keputusan tersebut ditetapkan. 

Banyak sekali orang yang kesulitan dalam hal ini, kepeutusan sangat 

tergantung dari beberapa hal. Pertama, sederhana atau kompleksnya 

persoalan tengah terjadi. Semakin sederhana persoalan yang hendak 

diselesaikan, maka asumsiya para pengambil keputusan akan dengan 

mudah dan sederhana pula untuk menyelesaikannya. Berbeda halnya 

dengan masalah-masalah yang kompleks, yang tidak hanya membutuhkan 

pemahaman yang komprehensif mengenai masalah yang terjadi tetapi juga 

perlu mengaitkan dengan berbagai macam variabel yang menyertainya. 

Karena perlu dicatat bahwa sederhana atau kompleksnya suatu persoalan 

akan berkaitan dengan resiko dampak yang menyertainya. Persoalan 

sederhana akan dengan sederhana kita katakan berisiko dampak kecil bila 

salah dalam memutuskan suatu kebijakan, tetapi berbeda dengan masalah-

masalah yang komleks. Kedua, ketersediaan informasi, yang dimaksud 

disini ialah informasi yang asimetris adalah informasi yang timpang antara 
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warga masyarakat sehinggah yang terjadi adalah pengambilan keputusan 

yang tidak sempurna atau dapat dikatakan keputusan itu bermakna nilai 

subjektif di dalamnya. Ketidaksempurnaanya keputusan tersebut dapat 

mengakibatkan kegagalan dalam penyelesaian masalah. Dan, kegagalan 

dalam penyelesaian masalah tentunya akan berakibat negatif pada 

pemerintah yang berkuasa. Ketiga, kedewasaan pengambilan keputusan. 

Maksudnya, bagaimana sikap pengambil keputusan dapat berlaku netral 

untuk melihat sesuatau kejadian politik yang mungkin juga menyangkut 

kepentingan kepentingan golongan, partai, atau agamanya sendiri. 

Kedewasaan yang tidak mencukupi akan melahirkan kebijakan-kebijakan 

yang hanya mementingkan kelompok saja. Ketika pengambilan keputusan 

dilakukan seperti itu, maka bukan mustahil akan banyak resistansi yang 

justru memicu ketidakstabilan politik.  

4. Hal-Hal Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan 

Ketika kebijakan yang telah dikonsep ingin di implementasikan 

terhadap sasaran kebijakan, maka pengimplementasian kebijakan itu 

bisa dipengaruhi oleh beberpa faktor baik secara internal maupun 

eksternal. Bahkan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut dapat 

membuat tahap pengimplementasian kebijkan menjadi tidak berhasil 

atau gagal.  

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pengimplementasian 

kebijakan menurut George C.Edwards (Anggraini, 2010: 22) 

menurutnya pengimplementasian kebijakan dipengaruhi oleh; 
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1. Komunikasi 

Komunikasi dalam implementasi kebijakan memegang 

peranan penting karena stakeholders harus mengetahui apa yang 

akan dikerjakan. Hal ini berkaitan dengan mentransmisikan 

informasi tentang proses implementasi dengan baik kepada target 

groups dengan kejelasan dan konsistensi stakeholders dalam hasil 

proses informasi tentang implementasi kebijakan. Hambatan yang 

timbul dalam mentransmisikan perintah kebijakan. Pertama, 

pertentangan pendapat antara para pelaksana dengan perintah yang 

dikeluarkan. Kedua, informasi melewati berlapis-lapis hierarki 

birokrasi. Ketiga, pelaksana mempunyai su’udzon terhadap 

persyaratan-persyaratan suatu kebijakan. 

2. Sumber Daya 

Yang dimaksud sumber-sumber disini adalah sumber daya 

yang meliputi, Staf administratif yang cukup (jumlah dan 

kopentensinya), informasi yang dibutuhkan guna pengambilan 

keputusan, kewenangan atau authority dalam melaksanakan 

tanggung jawab, fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan. 

Sumber daya merupakan faktor yang berpengaruh secara langsung 

terhadap keefektifan pelaksana kebijakan. Bagaimanapun bagusnya 

kebijakan jika tidak didukung sumber daya yang mencukupi akan 

sulit untuk diimplementasikan. Karena keberhasilan pelaksanaan 

program kebijakan sangat tergantung pada sumber daya yang 
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memadai dan pengoptimalan tuntutan kebutuhan yang ada. Edward 

menjelaskan lagi dari sumber daya yang tak kalah pentingnya 

adalah dana. Faktor dana dalam jumlah yang memadai merupakan 

faktor kritis sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan suatu 

implementasi kebijakan. 

3. Disposisi 

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh 

implementor, seperti: komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. 

Menurut Edward terdapat dua bagian yang harus ikut dijelaskan 

dalam penjelasan disposisi ini, yaitu: pertama Sikap Pelaksana 

yakni Sikap atau watak para pelaksana merupakan faktor 

mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi 

kebijaksanaan. Apabila pelaksanaan kebijakan ingin berjalan 

efektif. Para pelaksana tidak hanya harus tahu apa yang harus 

dikerjakan dan tidak pula hanya mempunyai kemampuan untuk 

melaksanakan kebijakan. Tetapi para pelaksana harus mempunyai 

keinginan yang kuat untuk melaksanakan sebuah kebijaksanaan. 

Kedua dukungan dari kelompok sasaran seperti apa yang telah 

diungkapkan Edward, kita sering menemukan fakta bahwa bila 

kelompok-kelompok kepentingan dan komite-komite dalam badan 

legislatif mendukung suatu badan, maka mereka mengharapkan 

imbalan dukungan birokrasi yang berkesinambungan. Kondisi 

seperti ini akan menciptakan suatu lingkungan yang baik bagi 
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perkembangan parokialisme. Pandangan parokialisme ini 

mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi implementasi 

kebijakan yang efektif. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam 

pengimplementasian kebijakan banyak menemui hambatan karena 

adanya konspirasi kebijakan yang ada. Saling memanfatkan dan 

tidak mau merasa dirugikan dengan kebijakan yang telah 

diregulasikan. 

4. Struktur Birokrasi 

Struktur organisasi-organisasi yang melaksanakan 

kebijakan memiliki pengaruh penting pada implementasi. Menurut 

Edward salah satu dari aspekaspek struktural paling dasar dari 

suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya 

adalah Standart Operating Procedures (SOP). Prosedur-prosedur 

biasa ini dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum digunakan 

dalam organisasi-organisasi publik dan swasta. Dengan 

menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu 

yang tersedia. Selain itu, SOP juga menyeragamkan tindakan-

tindakan dari para penjabat dalam organisasiorganisasi yang 

kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat 

menimbulkan fleksibilitas yang besar. Pada dasarnya, para 

pelaksana kebijakan mungkin mengetahui apa yang dilakukan dan 

mempunyai cukup keinginan dan sumber-sumber untuk 

melakukannya. Tetapi dalam pelaksanaannya mungkin mereka 
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masih dihambat oleh struktur-struktur organisasi dimana mereka 

menjalankan kegiatan tersebut. Menurut Edward, selain SOP ada 

karakteristik utama dari birokrasi yaitu fragmentasi, dimana berasal 

dari tekanan-tekanan diluar unit birokrasi, seperti komite-komite 

legislatif, kelompok kelompok kepentingan, penjabat-penjabat 

eksekutif, konstitusi Negara, dan sifat kebijakan yang 

mempengaruhi organisasi birokrasi-birokrasi pemerintah. 

B. Penghormatan Jenazah Dalam Agama Hindu 

Bagian ini akan menjelaskan bagaimana agama Hindu 

memperlakukan manusia yang telah meninggal dunia. Seperti apa proses 

yang dilakukan terhadap jenazah tersebut? Apakah jenazah tersebut 

dikubur atau dibakar? Akan dijelaskan sebagai berikut; 

Dalam agama Hindu memperlakukan jasad orang yang telah 

meninggal dan mempersiapkan arwahnya untuk perjalanan menuju surga, 

dan kemudian untuk menitis kembali ke dunia, merupakan bagian paling 

penting dari hubungan manusia dengan leluhur. 

Upacara  penghormatan dalam agama Hindu terhadap mayat biasa 

disebut dengan istilah Ngaben bagian dari Pitra Yadnya(Ransun, 2014: 

42). Kata ngaben berasal dari kata beya yang artinya biaya atau bekal. 

Dalam bahasa daerah, yakni ngabeyanin yang artinya membiayai. Kata ini 

kemudian diucapkan pendek menjadi ngaben. Ngaben merupakan upacara 

yang dilakukan terhadap orang yang telah meninggal dunia yang dianggap 

sebagai alternatif penyucian roh dengan melakukan proses pembakaran 
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jenazah agar jenazah menjadi abu. Seperti apa yang dijelaskan di dalam 

salah satu sumber ajaran agama Hindu “wahai manusia, badanmu yang 

dibuat oleh panca mahabhuta akhirnya menjadi abu dan atmannya 

mendapat moksa, oleh karena itu ingatlah Tuhanmu dan ingatlah 

perbuatanmu” (Yajurveda: 40-15) 

Secara subtansi upacara ngaben bukanlah hanya untuk mencari 

tempat roh kepada leluhurnya di surga, sebab masalah surga atau neraka 

itu adalah urusan diluar dari upacara ngaben tersebut (Sukraaliawan, 2011: 

3). Akan tetapi upacara ngaben ialah proses mempercepat pengembalian 

unsur-unsur panca maha bhuta ke asalnya atau ke masing-masing 

sumbernya. Atau dengan kata lain upacara ngaben dapat dijadikan sebagai 

alternatif untuk mengantarkan Atman kepada Brahman. Dalam makna 

yang sama, ngaben dilakukan oleh pemeluk agama Hindu diharapkan agar 

roh (atman) orang yang meninggal bisa bersatu dengan dewa Brahman 

(Arsana, 2014: 107-108). 

Menurut kepercayaan agama Hindu pemujaan terhadap orang 

meninggal dunia dilakukan dengan cara membakar mayatnya terutama 

bagi kalangan yang berkategori bangsawan (Wasim, 2012: 112-113). 

Manusia yang telah meninggal diadakannya upacara karena umat Hindu 

menganggap bahwa dengan upacara tersebut arwah manusia yang telah 

meninggal akan dapat segera sampai ditempat yang tenang dan tidak akan 

mengganggu manusia yang masih hidup. Jiwa manusia yang masih hidup 

dianggap masih kotor karena belenggu keduniawiannya belum terlepas. 
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Untuk melepaskan belenggu tersebut maka jiwa harus disucikan dengan 

cara-cara tertentu.  

Jadi prinsip dasar dari pada upacara ngaben tersebut ialah 

mengembalikan unsur jasad badan jasmani kepada sumbernya yang 

disebut dengan panca maha bhuta (Sholihah, 2017: 20). Dalam tradisi 

Hindu, dikenal adanya tiga hutang yang disebut dengan Tri Rna. Ketiga 

Rna tersebut adalah Dewa Rna, Pitra Rna, dan Rsi Rna.  

a. Dewa Rna merupakan upacara yang dilakukan untuk membayar 

utang kepada Sang Hyang Widhi atau Tuhan Yang Maha Esa, 

b. Pitra Rna adalah upacara pembayaran utang yang ditujukan kepada 

leluhur,  

c. Rsi Rna merupakan pembayaran utang kepada para resi, yang 

dipandang menjadi pelaksana upacara dan memahami tentang 

ajaran-ajaran agama. 

Upaya pembayaran utang itu dilaksanakan, tidak lain karena pada 

dasarnya masyarakat Hindu memandang pihak-pihak itulah yang telah 

memberi bimbingan dan kekuatan di dalam dunia kehidupan (Arjawa, 

2016: 35). Ajaran Tri Rna tersebut merupakan salah satu ajaran kesusilaan 

dalam Agama Hindu yang pada pokoknya menanamkan rasa tahu 

berterima kasih dan balas budi terhadap kebaikan dan jasa siapa pun juga. 

Dengan pemahaman bahwa untuk membawa manusia tersebut ke hadapan 

Tuhan harus melalui upacara ngaben, maka peristiwa ini pasti dilakukan 

oleh umat Hindu. Agama Hindu memandang manusia mempunyai lima 
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unsur yakni tanah, air, api, udara dan either, kelima unsur tersebut berasal 

dari Brahman (Arjawa, 2016: 70). Ketika manusia mengalami kematian 

menurut agama Hindu kelima unsur tersebut harus dikembalikan kepada 

Brahman. Proses menggembalikan lima unsur tersebut tercepat hanya 

dengan menggunakan pembakaran jenazah atau ngaben sehingga sampai 

menjadi abu, dan pada akhirnya abu tersebut dibuang ke laut. Apabila 

upacara ini sudah dilakukan, maka dianggap telah mengembalikan kelima 

unsur kepada luar angkasa dan ruang hampa. Sebab, jika hal itu tidak 

dilakukan dalam kurun waktu tertentu, akan membawa bencana bagi umat 

manusia dan tidak mendapat tempat yang layak seperti yang dijelaskan 

dalam Tattwa Loka Kretti, Lampiran 5 A menyebutkan “Yan wang mati 

mapendhem ring prathiwi salawasnya tan kinenanwidhi-widhana, byakta 

matemahan rogha ning bhuana, haro-harogering mrana ring rat, 

atemahan gadgad” yang artinya Kalau orang mati ditanam pada tanah, 

selamanya tidak diupacarakan ngaben, sesungguhnya akan menjadi 

penyakit bumi, kacau sakit merana di dunia, menjadi gadgad/penyakit bagi 

tubuhnya (Arjawa, 2016: 36). 

C. Tanah Dalam Hukum Adat Minangkabau 

Wilayah Sumatera Barat sampai saat ini kenyataannya masih 

diakuinya keberadaan tanah-tanah dalam lingkungan masyarakat hukum 

adat yang pengurusan, penguasaan dan penggunaanya didasarkan 

ketentuan hukum adat setempat tak terkecuali di daerah kota Padang. Bagi 

masyarakat Minangkabau, tanah memiliki kedudukan yang sangat penting 
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dalam hukum adat, yang merupakan satu-satunya kekayaan yang didapat 

dari hasil turun-temurun. Keberdaan tanah diakui oleh para masyarakat 

hukum adat yang berangkutan sebagai tanah ulayatnya, sehingga dikenal 

adanya tanah ulayat Nagari, tanah ulayat suku, tanah ulayat kaum yang 

diatur menurut adat yang berlaku di tiap Nagari. 

Di dalam hukum adat, antara masyarakat hukum sebagai kesatuan 

dengan tanah yang dimiliki, terdapatnya hubungan yang dapat dikatakan 

erat dan tidak dapat dipisahkan. Yaitu hubungan yang bersumber dari 

pandangan yang bersifat religio-magic. Hal inilah yang menjadikan 

masyarakat memperoleh hak untuk menguasai terhadap tanah tersebut, 

memanfaatkan, memungut hasil dari tanaman yang ada diatasnya, berburu 

hewan yang ada hidup disana dan lain sebagainya. Hak masyarakat hukum 

adat atas tanah tersebut inilah yang disebut dengan hak ulayat (Bushar, 

1981: 103). 

Penguasa dan pemilik tanah menurut pasal 6 Perda Sumbar No. 6 

tahun 2008 adalah: 

a. Ninik Mamak KAN untuk tanah Ulayat Nagari 

b. Penghulu-penghulu suku mewakili semua anggota suku 

sebagai pemilik tanha suku, masing-masing suku di Nagari. 

c. Mamak kepala waris mewakili anggota kaum masing-

masing jurai/paruik sebagai pemilik tanah ulayat dalam 

kaum. 
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d. Laki-laki yang tertua pewaris rajo mewakili anggota kaum 

dalam garis keturunan ibu adalah pemilik tanah ulayat rajo. 

Tanah yang ada di Minangkabau secara garis besar dapat dibagi 

menjadi dua yakni: 

1. Hak Ulayat 

Hak ulayat pada suatu masyarakat (Hukum) adat yaitu 

hak seluruh wilyah masyarakat hukum adat yang berangkutan, 

yang tidak pernah dapat diasingkan pada orang atau kelompok 

masyarakat lain, atau dicabut dari masyarakat hukum adat yang 

bersangkutan, tetapi secara turun-temurun tetap akan 

merupakan hak koletif masyarakat hukum adat atas tanah 

sekaligus hukum adat tersebut.  

2. Hak Perorangan  

Hak perorangan adalah hak yang dimiliki oleh individu 

aas tanh beserta apa yang terdapat di atasnya, baik secara 

berasal dari hak ulayat maupun hasil dari pencaharian. Namun 

hak perorangan ini ini terbata pada hak ulayat. Jika 

perhubungan perseorangan ini kemudian terputus, hak 

perseorangan menjadi hilang, maka kembalilah hak tersebut 

kepada hak persekutuan atau hak ulayat (Irwandi,2010: 12). 

Hukum adat Minangkabau mengatakan bahwa tidak ada sejengkal 

tanahpun yang tidak berpunya, berapapun luasnya ada penguaanya, baik 

oleh satu kaum, suku maupun suatu nagari yang disebut dengan tanah 
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ulayat ataupun oleh perorangan yang merupakan hak pribadi. Tanah 

tersebut merupakan hak kolektif (bersama) anggota persekutuan  dan 

bukan merupakan hak individu yang dapat memiliki seseorang atau 

keluarga, tetapi menjadi hak masyarakat (hukum) adat yang bersangkutan, 

untuk memenuhi segala kebutuhan hidup warganya. Hak ulayat tersebut 

tidak dibenarkan untuk dipindahtangankan kepada pihak lain secara 

permanen, kecuali dengan keadaan yang sangat mendesak. Sedangkan 

pihak luar persekutuan hukum adat diperbolehkan untuk 

memanfaatkannya setelah adanya persetujuan dari pemimpin dan anggota 

persekutuan hukum disamping itu haruslah membayar sejumlah uang 

kepada pemilik tanah ulayat (Irwandi, 2010: 12). 

Penguasaan pemilikan tanah Pusaka Tinggi berada pada anggota 

komunitas yang perempuan. Hak kepemilikan berada di tangan perempuan 

yang tertua pada setiap tingkatan hukum. Hasil-hasil usaha dari pusaka 

tinggi disimpan dan dikeluarkan oleh perempuan tertua tersebut. 

Sedangkan hak pengaturan pengelolaan pusaka tinggi terdapat ditangan 

laki-laki yang diberikan kepercayaan oleh suatu kaum. Orang yang 

mempunyai hak pengaturan pengelolaan pusako tinggi ini disebut dengan 

istilah Mamak Kepala Waris. Mamak berperan dalam membimbing 

kemanakan, memelihara dan mengembangkan harta pusaka serta mewakili 

keluarga dalam urusan keluar. Membimbing kemanakan adalah kewajiban 

mamak, seperti ungkapan berikut ini: “Kaluak paku kacang 

balimbang,Daun bakuang Lenggang-lenggangkan, Anak dipangku 
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kemanakan dibimbiang, Urang kampuang dipatenggangkan”.Peran 

mamak yang lain adalah memelihara dan mengembangkan harta pusaka. 

Harta pusakan itu dipelihara agar tidak habis, tidak boleh dijual, atau 

digadaikan. Mamak hanya memelihara saja, sedangkan pemiliknya adalah 

ibu (bundo kanduang). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


